
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republi.k Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pcmbentukan Kotamadya Daerah Tingkat ll Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kcschatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nornor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sa.kit (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5072); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 5954); 

6. Undang-Undang l'fomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telab diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintab Nomor 18 
tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kata 
Kendari; 

WALi KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI 

TENT ANG 

PERATURAN WALi KOTA KENDARI 

NOMOR $S' TAHUN 2022 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

WALi KOTA KENDARI 

Mengingat 

Menimbang 



16. 

15. 

14. 

13. 

12. 

11. 

10. 

9. 

8. 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerab 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambaban l..embaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesebatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5607); 
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Pekerjaan Kefarmasian [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nornor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubaban 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2019 Nomor 187); 
Peraturan Pemerintab Nomor 47 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6659); 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 
Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nornor 159); 
Peraturan Menteri Keseharan Nomor 755/MENKES/ 
PER/IV /20 l l ten tang Penyelenggaraan Komite Medik 
di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor ); 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 
tentang Komite Keperawaran Rumah Sakit (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053); 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Program Pengendalian Resistenst Antimikroba 
di Rumah Sakit (Berita Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 334}; 
Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia 
Tah un 2018 Nomor I 57); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2016 
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah 
Sakit [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor49); 

7. 
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Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Kcndari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintab Kota 
Kendari. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota 

Kendari. 
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah 

Kola Kendari. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, 
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA 
KENDARI 

MEMUTUSKAN : 

23. 

22. 

21. 

20. 

19. 

18. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita 
Negara. Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451); 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Keselarnatan Pasien (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 308); 
Peraturan Men teri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857); 
Peraturan Menceri Kesehatan Nomor 42 Tabun 2018 
tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1291); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
Tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Betita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 
ten tang Klasisifikaai dan Perizinan Rumah Sakit (Derita 
Negara Republik lndonesia Tabun 2020 Nornor 21); 
Peraturan Dacrah Kota Kendari Nornor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 
Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari 
Tahun 2020 Nomor 11); 

17. 
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7. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah 
profesi bagi pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkup 
Sekretariat Daerah Kota Kendari. 

8. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Kendari. 
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum 

Daerah Kota Kendari Kelas B yang selanjutnya disebut 
RSUD Kota Kendari adalah institusi pelayanan kese-hatan 
yang melenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 
secara paripurna yang rnenyediakan pelayanan rawat 
inap, rawat jalan, gawat darurat dan pelayanan 
penunjang. 

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Kota 
Kendari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan 
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 

11. Komite Medis adalah unsur organisast yang mempunyai 
tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang 
balk (good clinical governance). 

12. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural Rumah 
Sakit yang mernpunyai fungsi utama mempertahankan 
dan meningkatkan profesionalisrne tenaga perawat melalui 
mekanisme kredensial, penjaga mutu profesi, 
perneliharaan etika dan disiplin profesi serta menjaga 
mutu pelayanan dan keselamatan pasien. 

13. Komite Tanaga Kesehatan Lain adalah wadah non 
struktural Rumah Sakit yang mernpunyai fungsi utama 
mempertabankan dan meningkatkan profesionalisme 
tenaga kesehatan lain melalui mekanisme kredensial, 
penjaga mutu profesi, pemeliharaan etika dan disiplin 
profesi serta menjaga mutu pelayanan dan keselamatan 
pasien. 

14. Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit adalah unsur 
organisasi non struktural yang membantu Direktur 
Rumah Sakit untuk penerapan etika rurnah sakit dan 
hukurn perurnahsakitan. 

15. Komite Farmasi dan Terapi merupakan unit kerja 
fungsional dalam memberikan rekornendasi kepada 
pimpinan rurnah sakit mengenai kebijakan penggunaan 
obat di rumah sakit. 

16. Komite Pencegahan dan Pengendalian Tnfeksi adalab 
organisasi non struktural pada fasilitas pelayanan 
kesehatan yang mempunyai fungsi u tarna menjalankan 
pencegahan dan pengendalian i.nfeksi serta menyusun 
kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk 
pencegahan infeksi yang bersurnber dari masyarakat 
berupa tuberkulosis, HlV dan infeksi menular lainnya, 

17. Komite Pengendalian Resistensi Anti Mikroba adalah 
komitc yang dibcntuk Direktur RSUD Kota Kendari dalam 
rangka mengendalikan penggunaan antimikroba secara 
luas baik di rumah sakit. 

18. Komite Koordinasi Pendidikan adalah unit non strukrural 
yang dibentuk oleb Direktur RSUD Kota Kendari yang 
mernpunyai fungsi dan tanggung jawab terhadap 
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(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Organisasi 
Bersifat Khusus RSUD Kota Kendari. 

(2J Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Kota Kendari 
sehagaimana dimaksud pada ayat ( 1) rnemiliki otonomi 
dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik 
Daerah serta bidang kepegawaian. 

{3) RSUD sebagairnana dimaksud pada ayat (.I) merupakan 
RSUD Kota Kendari Kelas 8. 

Pasal 2 

Bagian Kesatu 
Pembentukan 

BAB II 
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

kelancara.n proses manajemen pendidikan bagi perseta 
didik tenaga kesehatan. 

19. Komite Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien adalah 
kornite non struktural yang dibentuk oleh Direktur RSUD 
Kota Kendari yang mengatur suatu sistem yang membuat 
asuhan pasien lebih aman, rneliputi asesmen risiko, 
identiflkasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan 
analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan 
tindak lanjutnya, serta irnplementasi solusi untuk 
meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya 
cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat 
melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengarnbil 
tindakan yang seharusnya diambil. 

20. Satuan Pemeriksa Internal adalah unsur organisasi yang 
bertugas melaksanakan pemeriksaan audit k:inerja 
internal Rumah Sakit Umurn Daerah Kota Kendari. 

21. Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan 
oleh Pemerintah kepada rumah sakit karena telah 
memenuhi standar yang telah ditentukan. 

22. Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan 
yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan 
rehabilitarif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga 
meclis sesuai standar pelayanan meclis dengan 
memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal. 

23. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan kesehatan yang 
didasa:rkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang 
mencakup biopsikospiritual yang komprehensif. 

24. Pelayana.n Penunjang adalah jenis pelayanan yang 
mendukung pelayanan rumah sakit, 

25. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang 
diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh 
peja.bat yang berwenang untuk menyelenggarakan 
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka 
mendukung kelancaran tugas kedinasan. 

26. Kredensial adaJah proses evaluasi terhadap tenaga medis, 
tenaga keperawatan/kebidanan dan tenaga kesehatan 
lainnya untuk menentukan kelayakan pcmberian 
Kewenangan Klinis. 

• 5. ' 
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(1) Susunan Organisasi RSUD Kota Kendari, terdiri dari : 
a. Direktur 
b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi : 

1. Bidang Pelayanan Medik, membawahi 
a) Seksi Pelayanan Medik, Sarana Prasarana dan 

Pelaporan; dan 
b) Seksi Surnber Daya Manusia, Kendali Mutu 

Pelayanan Medik. 
2. Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi : 

a) Seksi Pelayanan Keperawatan, Sarana Prasarana 
dan Pelaporan; dan 

b] Seksi Sumber Daya Manusia, Kendali Mutu 
Pelayanan Keperawatan. 

3. Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi 
a) Seksi Pclayanan Penunjang, Sarana Prasarana 

dan Pelaporan; clan 
b) Seksi Sumber Daya Manusia, Kendall Mutu 

Pelayanan Penunjang, 
c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi 

1. Bagian Sekretariat, membawahi : 
a) Sub Bagian Umum; 
b) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat; dan 
c) Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat 

2. Bagian Perencanaan, Informasi dan Teknologi 
membawahi : 
a) Sub Bagian Program; 
b) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi; 

dan 
c) Sub Bagian Pengembangan Informasi dan 

Teknologi 
3. Bagian Keuangau dan Aset, membawahi 

a) Sub Bagian Anggaran; 
b) Sub Bagian Perbendaharaan; dan 
c) Sub Bagian Akuntansi, Aset dan Pelaporan. 

d. Dewan Pengawas Rumah Sakit; 
e. Satuan Pengawas Intern; 
f. Komite Etik dan Hukum; 
g. Komite Medik; 
h, Komite Keperawata:n; 
i. Komite Farmasi dan Terapi; 
j. Komite Pencegahan dan Pengendalian lnfeksi; 
k. Komite Pengendalian Reststensi Anti Mikroba; 
L Komite Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien; 
m. Komite Tenaga Kesehatan Lain; 
n. Kornite Koorclinasi Pendidikan; 
o. Staf Medik Fungsional: 
p. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 
q. lnstalasi dan Unit 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 
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(1) Direktur mempunyai tugas memimpin, mengkaardinasikan 
dan membina bawahan, merencanakan serta menetapkan 
kebijakan dan program strategls, tata kerja dan 
mengembangkan semua kegiatan di lingkup RSUD Kata 
Kendari. 

(2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan 
kewenangannya; 

b. pengordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur 
organisasi; 

c. penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit; 
d, pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian 

pclaksanaan tugas dan fungsi unsur arganisasi; 
e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan 
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

atasan. 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Direktur 

(1) RSUD Kata Kendari rnempunyai tugas mernberikan 
pelayanan kesehatan perorangan seca.ra paripurna. 

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), RSUD Kota Kendari mempunyai fungsi : 
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan 

kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah 
sakit· ' b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan 
mclalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai 
kebutuhan medis; 

c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber 
daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan 
dalam pemberian pelayanau kesehatan; dan 

d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta 
penapisan teknolag:i bidang keseharan dalam rangka 
peningkatan pelayanan kesehatan dengan 
memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang 
kesehatan. 

Pasal 4 

Bagian l{esatu 
RSUD Kota Kendari 

BABm 
TUGAS DAN FUNGSI 

(2) Susunan Organisasi RSUD Kata Kendari sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 l tercantum pada lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 
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(1) Waki.1 Direktur Pelayanan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan pengelolaan pelayanan medik. pelayanan 
keperawatan serta pelayanan penunjang. 

Bagian Ketiga 
Waldl Dlrektur Pelayanan • 

(3) Direktur dalam pengelolaan keuangan, barang milik 
daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab 
kepada Kepala Dinas yang meyelenggarakan urusan 
pernerintahan di bidang kesehatan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta 
bidang kepegawaian. 

(5) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan 
kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(61 Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) Direktur memiliki tugas dan 
kewenangan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kerja dan anggaran; 
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; 
c. menandatangani surat perintah membayar; 
d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi 

tanggung jawabnya; 
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit 

yang dipimpinnya; 
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan 

pejabat penatausahaan keuangan; dan 
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang 

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 
daerah. 

(7) Rencana Kerja dan Angga.ran serta Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) huruf a 
dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(8) Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 2 ayat (5) dilaksanakan melalui 
ketentuan sebagai berikut : 
a. direktur dapat mengusulkan pengangkatan, 

pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil 
negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengao 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. direktur rnemiliki kewenangan dalam menyelenggarakan 
pernbinaan pcgawai aparatur sipil negara dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 

c. direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan 
pembinaan pegawai di lingkungan rurnah sakit Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 
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Wakil Direktur Pelayanan terdiri atas : 
(1) Bidang Pelayanan Medik, membawahi: 

Paaal 7 

(2) Wakil Direktur Pelayanan sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (l) dipimpin oleh Wakil Direktur yang berada di 
bawab dan bertanggung jawab kepada kepada Direktur. 

(3) lJntuk melaksanakan tugas pokok terse but pada ayat (I), 
Wakfl Direktur Pelayanan rnenyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana penat:alaksanaan pelayanan 

medis, pelayanan keperawatan serta pelayanan 
penunjang serta fasilitas medik, keperawatan dan 
penunjang; 

b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan medis, 
pelayanan keperawatan serta pelayanan penunjang 
.serta fasi1itas medik, keperawatan clan penunjang; 

c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan 
mcdis, pelayanan keperawatan serta fasilitas medik dan 
keperawatan serta Iasilitas medik, keperawatan dan 
penunjang; 

d. perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi 
pengelolaan instalasi-instalaei di bawah Wakil Dircktur 
Pelayanan; dan 

e. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

(4) Rincian tugas Wakil Direktur Pelayanan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Wakil Direktur pelayanan 

rnedis, pelayanan keperawatan serta pelayanan 
penunjang serta fasilitas medik, keperawatan dan 
penunjang sebagai pedom.an dalam pelaksanaan tugas; 

b. rnendistribusikan dan rnemberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 

c, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksan-aan 
tugas dan kegiatan bawaban untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah din as; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang cugasnya; 
f. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan 

perumusan kebijakan dan pengelolaan pelayanan 
rnedik, Keperawatan dan Penunjang; 

g. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan 
perumusan kebijakan dan pengelolaan fasilitas medik, 
kcperawatan clan pcnunjang ; 

h. melaksanakan urusan administrasi medik, keperawatan 
dan penunjang; 

1. menyusun laporan haail pelaksanaan tugas Wakil 
Direktur Pelayanan dan rnemberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperinrahkan 
atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

.9. 
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( 1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok 
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, rnelakukan 
pengawasan dan mengendalikan serta menjamin 
ketersediaan pelaksanaan pelayanan. med.is serta 
penerapan kode etik profesi. 

(2) Bidang Pelayanan sebagaiman.a dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur 
Pelayanan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Medik 
rnenyelenggarakan Fungsi : 
a. penyusunan rencana dan pengembangan pelayanan 

medik; 
b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan med:ik; dan 
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
(4) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Medik sebagai 

berikut : 
a menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan Medik 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
h. rnendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 

c. memantau, rnegawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan bel.um dilaksanakan; 

d. membuat konsep, rnengorekai, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. mengoordinasikan, melaksanakao dan mengendalikan 

pcnyusunan rencana kebutuhan dalam rangka 
pelaksanaan pelayanan medik; 

Pasal 8 

Baglan Keempat 
Bidang Pelayanan Medik 

a. Seksi Pelayanan Medlk, Sarana Prasarana dan 
Pelaporan; dan 

b. Seksi Sumber Daya Manusia, Kendall Mutu dan 
Operasional Pelayanan Medik. 

(2) Bidang Pelayanan Keperawatan, membawahi: 
a. Seksi Pelayanan Keperawatan, Sarana Prasarana dan 

Pelaporan; dan 
b. Seksi Surnber Daya Manusia Kendall Mutu dan 

Operasional Pelayanan Keperawatan. 
(3) Bidang Pelayanan Penunjang, membawahi : 

a. Seksi Pelayanan Penunjang, Sarana Prasarana dan 
Pelaporan; dan 

b. Seksi Surnber Daya Manusia, Kendall Mutu dan 
Operasional Pelayanan Penunjang. 
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(1) Seksi Pelayanan Medik, Sarana Prasarana dan Pelaporan 
mempunyai tugas pokok melakukan tugas penyiapan 
bahan perencanaan dan pengembangan pelayanan medik. 

(2) Seksi Pel.ayanan Medik, Sarana Prasarana dan Pclaporan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Seksi yang bcrada di bawah clan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Medik, Sarana 
Prasarana dan Pelaporan sebagai beriku t : 
a. menyusun renca:na kegiatan Seksi Pelayanan Medik, 

Sarana P.rasarana dan Pelaporan seba.gai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas-rugas tertentu dan memberi 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksa.naan tugas berjalan Iancar: 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengeta.hui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

cl. membuat konsep, mengoreksi dan mernaraf naskah 
dinas untuk mcnghmdari kesalahan; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. menyiapkan bahan-bahan kerja dengan cara 

mengumpulkan semua ketentuan, peraturan-peraturan 
yang berkaitan dengan pelayanan rnedik; 

g. menyusun konsep perencanaan program dan kegiatan 
pelaksanaan pengembangan pelayanan medik; 

Pasal 10 

Paragraf 1 
Seksi Pelayanan Medik, Sarana Prasarana 

dan Pelaporan 

Bidang Pelayanan Medik, membawahi 
(1) Seksi Pelayanan Medik, Sarana Prasarana dan Pelaporan; 

dan 
(2) Seksi Sumber Daya Manusia, Kendall Mutu dan 

OperasionaJ Pelayanan Medik. 

Pasa19 

g. melaksanakan .koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka pelaksanaan pelayanan medik; 

h. rnengocrdinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan 
penyajian data pelayanan rnedik; 

i. melaksanakan pengelolaan pelayanan dan perawatan 
medik; 

J. mengoordinasikan dan rnelaksanakan evaluasi 
pelaksanaan perawatan medik; 

k, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang 
Pelayanan Medik dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 
dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mcndukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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(1) Seksi Sumber Daya Manusia, Kendali Mutu Pelayanan 
Medik mempunyai tugas pokok mclak:ukan penyiapan 
bahan monitoring dan evaluasi Sumber Daya Manusia, 
Kendali Mutu pelaksanaan kegiatan pelayanan medik. 

(2) Seksi Sumber Daya Manusia, Kendali Mutu Pelayanan 
Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dtpimpin oleh 
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggu.ng jawab 
kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik 

(3) Rincian tuga.s Kepala Seksi Sumber Daya Manusia, Kendall 
Mutu Medik sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kcgiatan Seksi Sumber Daya 

Manusia, Kendali Mutu Pelayanan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan rugas-tugas tertentu dan mernberi 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 

Pasal 11 

Paragraf2 
Seksi Sumber Daya Manusia, Kendall Mutu 

Pelayanan Medik 

setiap 
bah an 

h. mcnyusun konsep sistem prosedur operasional 
pelayanan medik pada instalasi farmasi, instalasi 
laboratorium patologi klinik, instalasi laboratorium 
patologi anatomi, instalasi radiologi, Rahabilitasi medik; 

i. menyusun jadwal jaga tenaga medik pada instalasi 
pelayanan yang dikoordinisasikan; 

j. menyusun konsep kebutuhan sarana dan prasaran dan 
alat Medik sesuai standar ; 

k. menyimpan/menat.a surat-surat yang berkaitan dengan 
perencanaan dan pengembangan pelayanan medik; 

1. mengoordinasikan pelaksanan program pcrcncanaan 
dan pengembangan pelayanan medik dengan unit 
terkait agar diperolch sinkronisasi dalam pelaksanaan 
programnya; 

m. melakukan evaluasi pelaksanaan program pelayanan 
rnedik dengan unit terkait melalui rapat, kunjungan 
atau perternuan untuk mengetahui masalah, hambata.n 
dan upaya tindak lanjutnya.; 

n. menghimpun laporan kegiatan pelayanan 
instalaei yang dikoordinisasikao untuk 
penyempurnaan kegiatan yang akan datang; 

o. rnenyusun standar pelayanan medik untuk pedoman 
pelaksanaan dan pengawasan; 

p. mengajukan usul peserta pelatihan bidang pelayanan 
rnedik: 

q. menyusun konsep kebutuhan tenaga medik sesuai 
standar ketenagaan yang ditetapkan; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan Seksi Pelayanan 
Medik, Sarana Prasarana dan Pelaporan dan 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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(1) Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas Pokok 
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, melakukan 
pengawasan dan mengendalikan serta menjamin 
ketersediaan pelaksanaan pelayanan Keperawatan serta 
pencrapan kode etik Keperawatan. 

(2) Bidang Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 
berada di bawah <Ian bertanggung jawab kepada Wakil 
Direktur Pelayanan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 

Pasal 12 

Bagian KeUma 
Bidang Pelayanan Keperawatan 

pelaksanaan tugas berjalan lancar; 
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahu.i tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah 
dinas untuk menghindari kesalahan; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. menyusun instrumen pernantauan berupa format 

pelaporan, untuk mernudahkan penilaian kinerja 
Instalasi farmasi, instalasi rehabilitasi medik, instalasi 
laboratoriurn patologi klinik, instalasi patologi anatomi, 
instalasi radiologi; 

g. rnelakukan rapat koordinasi secara berkala dengan 
kepala instalasi yang dikoordinisasikan untuk 
mengetahui permasalahan dan rencana tindak Janjut; 

h. rnelakukan rapat pembahasan bersama komite medik 
dan ketua-ketua Satuan Medik Fungsional {SMF); 

1. menyusun rencana kegiatan jaga mutu (Quality 
assurance); 

J. menyusun konsep penyelenggaraan gugus kendali mutu 
bersama komite pengernbangan mutu; 

k. melakukan perlombaan kelompok gugus kendali mutu 
sebagai salah satu evaluasi tingkat pemahaman 
pelaksana; 

I. melakukan pemantauan penerapan pelaksanaan 
standar pelayanan medik, standar pelayanan minimal, 
standar pelayanan farmasi RSUD Kota Kendari; 

m. melakukan pernantauan dan rnelaksanakan kegiatan 
registrasi, sertifikasi, dan Iisensi tenaga pelayanan 
medik dan penunjang medik; 

n. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk 
sinkrcnisasi kegiat.an; 

o. rnenyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi 
Sumber Daya Manuela, Kendali Mutu Pelayanan Medik 
dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
scbagai bahan perurnusan kebijakan; dan 

p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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(1) Seksi Pelayanan Keperawatan, Sarana Prasarana dan 
Pelaporan rnempunyai tugas pokok melakukan penyiapan 
bahan perencanaan kebutuhan Pelayanan Keperawatan, 
Sarana Prasarana dan Pelaporan. 

(2) Seksi Pelayanan Keperawatan, Sarana Prasarana dan 
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipirnpin 
o1eh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan. 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan, 
Sarana Prasarana dan Pelaporan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Pelayanan Keperawatan, 

Pasal 13 

Paragraf 1 
Seksi Pelayanan Keperawatan, Sarana Prasarana 

dan Pelaporan 

menyelenggarakan fungsi: 
A. penyusunan rencana dan pengembangan pelayanan 

Keperawatan; 
b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan Keperawatan; dan 
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya, 
(4) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan 

sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pelayanan 

Keperawatan sebagai pedoman dalam pclaksanaan 
tugas; 

b. mendistribueikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 

c. memantau, megawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
mcnandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan 

penyusunan rencana kebutuhan dalarn rangka 
pelaksanaan pelayanan medik; 

g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam 
rangka pelaksanaan pelayanan Keperawatan; 

h. rnengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan dan 
penyajian data peJayanan Keperawatan; 

1. melaksanakan pengelolaan pelayanan perawatan; 
j. mengoordinasikan dan melaksanakan evaluasi 

pelaksanaan. pelayanan perawatan; 
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang 

pelayanan perawatan dan mernberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleb atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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setiap 
bah an 

Sarana Prasarana dan Pelaporan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu clan memberi 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. memantau, rnengawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui rugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah 
clinas untuk rnenghindari kesaJahan; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
r. menyiapkan bahan-bahan kerja dengan cara 

mengumpulkan semua ketentuan, peraturan-peraturan 
yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan: 

g. menyusun konsep perencanaan program dan kegiatan 
pelaksanaan pengembangan pelayanan keperawatan; 

h. menyusun konsep sistem prosedur operasional 
pelayanan keperawatan pada instalasi rawat jalan, 
instalasi rawat inap, instalasi rawat darurat, instalasi 
rawat intensif, dan instalasi bedah sentral; 

i. melakukan koordinasi yang berkaitan denga.n 
pelayanan keperawatan pada instalasi farmasi, instalasi 
laboratorium patologi klinik, instalasi Iaboratorium 
patologi anatomi, instalasi radiologi; 

j. rnenyusun jadwal jaga tenaga keperawatan pada 
instalasi pelayanao yang dikoordinisasikan; 

k. melakukan pelayanan administrasi yang berkaitan 
dengan perencanaan dan pengembangan pelayanan 
kcperawatan; 

l. mengoordinasikan. pela.ksanaan program perencanaan 
dan pengembangan pelayanan keperawatan dengan unit 
terkait agar dipero1eb sinkronisasi dalarn pelaksanaan 
programnya; 

m.melakukan evaluasi pelaksanaan program pelayanan 
med.ik dengan unit terkait melalui rapat, kunjungan 
atau pertcmuan untuk mengetahui masalah, hambatan 
dan upaya tindak lanjut; 

n. menghimpun laporan kegiatan pelayanan 
instalasi yang dikoordinisasikan untuk 
penyempurnaan kegiatan yang akan datang; 

o. menyusun konsep standar pelayanan keperawatan 
untuk pedoman pelaksanaan dan pengawasan; 

p. menyueun laporan basil pelaksanaan tugas Seksi 
Pelayanan Keperawatan, Sarana Prasarana dan 
Pelaporan. dan memberikan saran pertirnbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Seksi Sumber 
dan Operasional 
pedoman dalam 

b. menyusun rencana kegiatan 
Daya Manusia, Kend.ali Mutu 
Pelayanan Keperawatan sebagai 
pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan Iancar; 

d, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

e. m.embuaL konsep, rnengoreksi dan memaraf naskah 
dinas untuk menghindari kesalahan; 

f. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya: 
g. rnenyiapkan d.an mengolah bahan penctapan keputusan 

perpindahan / rotasi pegawai; 
h. menyusun instrumen pemantauan berupa formal 

pelaporan dan sebagainya, untuk memudahkan 
penilaian kinerja instalasi rawat jalan, instalasi rawat 
inap, instalasi rawat intensif, instalasi rawat darurat, 
dan instalasi bedah sentral; 

i. melakukan koordinasi dalam kaitan dengan kelancaran 
pelayanan pada instalasi farmasi, instalasi rehabilitasi 
mcdik, instalasi laboratorium patologi klinik, instalasi 
patologi anatomi, instalasi ra.diologi; 

J· melakukan rapat koordinasi secara berkala kepala 
instalasi yang dikoordinisasikan untuk mengetahui 
permasalahan dan rencana tindaklanjut; 

k. melakukan rapat pembahasan bersama komite 
keperawatan dengan penanggung jawab masing-masing 
ruang perawatan; 

). menyusun rencana kegiatan jaga mutu pelayanan 
keperawatan (Quality assurance); 

m. menyusun konsep penyelenggaraan gugus kenda.li mutu 
bersarna komite pengernbangan mutu; 

n. mengikuti perlombaan kelompok gugus kendali mutu 
sebagai salah satu evaluasi tingkat pemahaman 

(J) Seksi Sumber Daya Manusia, Kendall Mutu Pe.Jayanan 
Keperawatan mempunyai tugas pokok rnelakukan 
penyiapan bahan monitoring clan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan pelayanan keperawatan. 

(2) Seksi Sumber Daya Manusia, Kcndali Mutu Pelayanan 
Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan 
Keperawatan. 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia, Kendali 
Mutu Pelayanan Keperawatan sebagai berikut: 
a. menyusun konsep kebutuhan Sumber Daya Manusia 

tenaga keperawatan sesuai standa.r ketenagaan yang 
ditetapkan; 

Pasal 14 

Paragraf2 
Seksi Sumber Daya Manusia, Kendall Mutu 

Pelayanan Keperawatan 
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(I) Bidang Pelayanan Penunjang mempunyai tugas Pokok 
rnengkoordinasikan, menyelenggarakan, melakukan 
pengawasan dan mengendaJikan serta menjamin 
ketersediaau pelaksanaan pelayanan Penunjang. 

(2) Bidang Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur 
Pelayanan, 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1), Kepala Bdang Pelayanan Penunjang 
menyelenggarakan fungsi : 
a. penyusunan rencana dan pengembangan kebutuhan 

fasilitas pelayanan penunjang; 
b. pelaksanaan monitoring dan evaluaei pemanfaatan 

fasilitas pelayanan penunjang; dan 
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
(4) Rincian tugas Kepala Bidang Pelayan.an Penunjang sebagai 

berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan 

penunjang sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjaJan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang tclah dan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

Pasal 15 

Baglan Keenam 
Bidang Pelayanan Penunjang 

pelaksana; 
o. mela.kukan pemantauan penerapan pelaksanaan 

standar pelayanan keperawatan; 
P- melakukan pemantauan dan melakukan kegiatan 

registrasi, serti:fikasi, dan lisensi tenaga pelayanan 
keperawatan dan kebidanan ; 

q. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk 
sinkronisasi kegiatan; 

r. melakukan pemanrauan penerapan standar pelayanan 
'keperawatan dan kebidanan; 

s. melaku.kan evaluasi mutu pelayanan keperawatan dan 
kebidanan; 

t. mcnyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi 
Sumber Daya Manusia, Kendali Mutu Pelaya.nan 
Keperawatan dan mernberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

u. mengajukan usu! peserta pelatihan bidang pelayanan 
keperawatan; dan 

v. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan scsuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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(1) Seksi Pelayanan Penunjang, Sarana Prasarana dan 
Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan 
program perencanaan kegiatan Pelayanan Penunjang, 
Sarana Prasarana dan Pelaporan BSUD Kota Kendari. 

(2) Seksi Pelayanan Penunjang, Sarana Prasarana dan 
Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I] dipimpin 
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Biclang Pelayanan Penunjang. 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, Sarana 
Prasarana dan Pelaporan sebagai berikut: 
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan penunjang non 

medik; 
b. penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan 

penunjang nonmedik; 
c. pengumpulan clan penyusunan pedoman dan petunjuk 

teknis kegiatan penunjang non medik; 
d. pengelolaan kegiatan Pelayana.n Penunjang, Pemeliharaan 

Sarana Prasarana den Pelaporan yang meliputi 
laundry /linen, jasa boga/dapur, tek:nik dan 
pemeliharaan clan perbaikan fasilitas, pengelolaan 
limbah, Pemcliharaan gedung, penggunaan ambulance, 

Pasal 16 

Paragraf 1 
Seksi Pelayanart Penunjang, Sarana Prasarana 

dan Pelaporan 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. merumuskan kebijakan teknis bidang fasilitas medik 

dan keperawatan; 
g. mengoordinasikan dan rnenyusun perencanaan 

pengembangan fasilitas medik dan keperawatan; 
h. mengoordinasikan perencanaan program dan 

pengembangan bidang fasilitas pelayanan penunjang 
dalam rangka sinkronisasi kegiatan; 

1. melaksanaka.n penyusunan standar-standar pelayanan 
fasilitas pelayanan penunjang; 

J· melaksanakan pengelolaan fasilitas pelayanan 
penunjang; 

k. melaksanakan administraai pelaksanaan perencanaan 
dan pengembangan fasilitas pelayanan penunjang; 

1. mengoordinasi.kan, menyusun instrumen dan 
rnelaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
pelayanan pengelolaan fasilitas pelayanan penunjang 
pada setiap instalasi; 

m. melaksanakan pengelola.an pengusulan peserta 
pendidikan dan pelatihan bidang fasilitas pelayanao 
penunjang; 

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang 
Fasilitaa pelayanan penunjang dan rnemberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perurnusan 
kebijakan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelak.sanaan tugas. 
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(l) Seksi Sumber Daya Manusia, Kendall Mutu Pelayanan 
Penunjang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan 
bahan monitoring dan evaluasi pelaksana.an kegiatan 
Sumber Daya Manusia, Kendall Mutu Pelayanan 
Penunjang. 

(2) Seksi Sumber Daya Manusia, Kendall Mutu Pelayanan 
Penunjang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dipimpin 
oleh Kepala Seksi yang berada di bawab dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, 

(3) Rincian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia, Kenda Ji 
Mutu Pelayanan Penunjang sebagai berikut: 
a. sesuai standar ketenagaan yang ditetapkan: 
b. menyusun rencana kegiatan Seksi Sumber Daya 

Manusia, Kendali Mutu Pelayanan Penunjang sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

c. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi 
petnnjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk rnengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

e. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah 
dinas untu.k menghindari keealahan; 

f. mengikuti rapat-rapat sesua.i dengan bidang tugasnya; 
g. menyiapkan dan mengolah bahan penetapan keputusan 

perpindahan / rotasi pegawa.i; 
h. menyusun instrumen pemantauan berupa format 

pelaporan dan sebagainya, untuk memudahkan 
penilaian kinerja instalasi yang menjadi 
tanggungjawabnya; 

1. melakukan koordinasi dalam kaitan dengan kelancaran 
pelayanan pada instalasl dan unit terkait untuk 
sinkronisasi kegiatan yang ada di RSUD Kota Kendari; 

j. rnelakukan rapat koordinasi secara berkala kepala 
instalasi yang dikoordinisasikan untuk mengetahui 
permasalahan dan rencana tindaklanjut; 

Pasal 17 

kamar jenazah, pemadam kebakaran, pengelolaan gas 
medik dan penarnpungan air bersih serta clistribusinya, 
genset, mekanikal elektrikal dan fasilitas penunjang 
lainnya; 

e. pengelolaan hasil-hasil kegiatan penunjang penunjang 
rumah sakit untuk bahan masukan perencanaan 
kegiatan berikutnya; 

f. melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas dan 
kebersihan rumah .sakit; 

g. pelaksanaan pemaruauan, evaluasi, dan analisis 
pelaporan kegiatan pelayanan penunjang, sarana 
prasarana dan alat; dan 

h. pelaksanaan tugas kcdinasan lain yang diberikan 
atasan. 

Paragn.f 2 
Seksi Sumber Daya Manusia, Kendall Mutu 

Pelayanan Penunjang 
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(1) Wakil Direktur Umum dan Keuangan rnempunyai tugas 
pokok melaksanakan pengelolaan kegiatan pelayanan 
umum dan keuangan. 

(2) Wakil Direktur Umum clan Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh Wakil Di.rektur yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepada 
Direktur. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), 
Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana penatalaksanaan pelayan.an 

umum dan keuangan; 
b. pengoordinasian pelaksa oaan pelayanan umum dan 

keuangan; 
c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan 

umum dan keuangan; 
d. perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi 

pengelolaan instalasi-instalasi di bawah Wakil Direktur 
umum dan keuangan; dan 

e. penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

(4) Rincian tugas Wakil Direktur Umum dan Keuangan 
sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Wakil Direktur Umum dan 

Keuangan sebagai pedoman dalarn pelaksanaan tugas; 
b. penyusunan rencana kegiatann bagian umum meliputi 

ketatausahan dan rumah tangga dan pengembangan 
sumber daya manusia dan diktat; 

c. penyusunan rencana anggaran, perbendaharaan, 
mobilisasi dana serta akuntansi; 

Pasal 18 

Bagian KetuJ11h 
Wakil Direktur Umum dan Keuangan 

k. menyusun rencana kegiatan jaga mutu pelayanan 
penunjang (Quality assurance); 

1. menyusun konsep penyelenggaraan gugus kendali mutu 
bersama komite pengembangan mutu; 

m. mengikuti perlombaan kelompok gugus kendali mutu 
sebagai salah satu evaluasi tingkat pemahaman 
pelaksana; 

ri. melakukan pemantauan penerapan pelak.sanaan 
standar pelayanan penunjang; 

o. melakukan pemantauan penerapan standar pelayanan 
penunjang; 

p. melakukan evaluasi mutu pelayanan penunjang; 
q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi 

Sumber Daya Marrusia, Kendall Mutu dan Operasional 
Pelayanan penunjang dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

r, melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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(1) Bagian Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kcgiatan pengelolaan Bagian Umum, kepegawaian dan 
Diklat serta Hukum dan Hubungan Masyarakat: 

(2) Bagian Sekretariat se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur 
Umurn dan Keuangan. 

PasaJ 20 

Bagian Kedelapan 
Bagian Sekretarlat 

Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri atas : 
(1) Bagian Sekretariat, mernbawahi : 

a. Sub Bagian Umum; 
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat; dan 
c. Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat. 

(2) Bagian Perencanaan dan lnformasi, membawahi : 
a Sub Bagian Program; 
b, Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Verifi.kasi; dan 
c. Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi. 

(3) Bagian Keuangan dan Aset, membawahi : 
a. Sub Bagian Anggaran; 
b. Sub Bagian Perbendaharaan: dan 
c. Sub Bagian Akuntansi, Aset dan Pelaporan. 

Pasal 19 

d. penyusunan rencana humas, kemitraan, pengembangan 
IT dan SlMRS; 

e. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan rugas 
berjalan lancar; 

f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang tel ah dan belum dilaksana kan; 

g. membuat konsep, mengoreksi, rnemaraf dan/atau 
rnenandatangani naskah dinas: 

h. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
i. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan 

perumusan kebijakan dan pengelolaan urusan 
perencanaan dan anggaran; 

j. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan 
perurnusan kebijakan dan pengelolaan urusan 
perbendaharaan dan mobilisasi dana; 

k. mengoordinasikan, melaksanakan dan mcngendalikan 
perumusan kebijakan dan pengelolaan akuntansi; 

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Walcil 
Direktur Keuangan dan memberikan saran 
pertirnbangan kepada atasan sebagai baJ1a11 perumusan. 
kebijakan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperlntahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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(1) Sub Bagian Urnum mempunyai tugas pokok melakukan 
urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan meliputi 
urusan dan penggandaan. 

(2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Oagian Sekretariat 

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha 

dan Rumah Tangga sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

Pasal 21 

Paragraf 1 
Sub Bagian Umum 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Bagian Sekretariat 
menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kepegawaian; 
b. pelaksanaan urusan pengembangan SDM dan Diklat; 
c. pelaksanaan urusan rumah taogga dan logistik; 
d. pelaksanaan urusan Hukum dan Rubungan 

Masyarakat; dan 
e. -pelaki,anaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
(4) Rincian tugas Kepala Bagian Sekretariat sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum, 
kcpcgawaian dan Diklat serta Hukum clan Hurnas 
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugaa; 

b. mendietribusikan dan rnemberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/ atau 
menandatangan.i naskah dioas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. menyusun rumusan kebijakan teknis bidang urusan 

umum, kepegawaian dan diklat serta hukum dan 
humas; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan 
urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan; 

h, mengoordinasikan dan melaksanakan urusan 
Organisasi, Kepegawaian dan Diklat; 

I, rnengoordinasikan dan melaksanakan urusan Hukum, 
Hurnas, kernitraan dan Pemasaran; 

j. melaksanakan administrasi pengelolaan urusan 
ketatausahaan dan kerumahtanggaan; 

k, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian 
Umum dan memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

I. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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b. mendistribusikan rugas-tugas tertentu dan memberi 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. mernantau, .mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilakeanakan; 

d. roembuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah 
dinas untuk menghindarl kesalahan; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. mengatur penatausahaan naskah dinas masuk dan 

keluar yang berhubungan dengan kegiatan RSUD Kota 
Kendari: 

g. mengklasifikasi dan mendistribusikan naskah dinas 
sesuai petunjuk/disposisi pimpinan untuk diproses 
lebih lanj ut; 

h. melakukan kegiatan protokoler termasuk kegiatan acara 
dan apel; 

1. menyusun administrasi dan menyiapkan surat 
perintah/surat tugas/surat perintah perjalanan dinas 
eerta mendokumentasikan laporan pelaksanaan 
perintah perjalanan dinas; 

j. 'melakukan penatausahaan dan tertib penggunaan 
kendaraan dinas; 

k. menyusun kebutuhan literatur untuk perpustakaan 
RSUD Kota Kendari; 

I. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan pelayanan 
perpuatakaan; 

m. rnelakukan pengawasan dan pemeliharaan 
perlengkapan kornputer RSUD Kota Kendari; 

n. menyusun rencana kebut.uhan pengadaan 
perlengkapan dan kerumaht.a:nggaan RSUD Kota 
Kendari; 

o. melakukan penatausahaan dan inventarisasi barang 
RSUD Kota Kendari; 

p. .melakukan pemeliharaan perawatan barang inventaris 
kantor; 

q. melakukan koordinasi dengan instalasi pemeliharaan 
sarana untuk perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan pemeliharaan sarana RSUD Kota Kendari; 

r. melakukan koordinasi dengan instalasi gizi, instalasi 
sterilisasi dan binatu, instalasi pengelolaan kcsehatan 
lingkungan untuk perencanaan, pelaksanaan dan 
pcngawasan penyelenggaraan pengadaan bahan 
makanan dan minuman pasien dan petugasjaga; 

s. menyusun penatausahaan pengadaan dan 
pendistribusian barang inventaris; 

t. melakukan stok opname barang pada gudang 
penyimpanan barang RSUD Kota Kendari; 

u. melakukan persediaan perlengkapan ruang rapat; 
v. menyusun laporan hasil pelaksanaan t.ugas Sub Bagian 

Umum serta memberikan saran pertimbangan kepada 
atasan sebagai baban perumusan kebijakan; dan 

w. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk rnendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas 
pokok mempunyai tugas pokok melakukan 
urusan Kepegawaian kebutuhan pegawai, kanaikan 
pangkat, KGB, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi dan 
Diklat. 

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Sekretariat 

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat 
sebagai berikut : 
a. rnenyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian 

dan diklat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan. belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi dan mema.ra.f naskah 
dinas untuk menghindari kesala.ha.n; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
i. mengatur urusan kebutuhan pegawai, kanaikan 

pangkat, KGB, surat menyurat, kearsipan, ekspedisi; 
g. mengatur penatausahaan Pengembangan SOM dan 

diklat yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan 
RSUD Kota Kendari; 

h. mengatur penatausahaan praktek mahasiswa yang 
berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di RSUD 
Kota Kendarl; 

1. mengklasifikasi dan mendistribusikan naskah dinas 
sesuai petunjuk/disposisi pirnpinan untuk diproses 
Iebih lanjut; 

j. menyusun administrasi dan menyiapkan surat 
perintah/surat tugas/surat perintah perjalanan dinas 
serta rnendokumentasikao laporan pelaksanaan 
perin tah perjalanan dinas; 

k. melaksanakan dan Menyusun dokumen Zona integritas 
dan dokumen pelayanan publik di RSUD Kota Kendari. 

l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Pengembangan SDM dan dikla.t da.n memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan;dan 

m.melakukao tu gas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang 
tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas. 
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Paragraf2 
Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat 
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(1) Sub Bagian Hukurn dan Humas melakukan pengelolaan 
urusan hukum dan hubungan masyarakat dalam 
Hngkungan RSUD Kota Kendari. 

(2) Sub Bagian Hukum dan Humas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (ll dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bagian Sekretariat 

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Hukurn dan Humas 
sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Hukum dan 

Humas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. meliputi urusan pengaduan, penerimaan tamu, studi 

banding, urusan perjanjian kerjasama 
c. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. memantau, mengawasi dan mengevaluaei pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan beJumdilaksanakan; 

e. membuat konsep, mengoreksi dan mernaraf naskah 
dinas untuk menghindari kesalahan; 

f. mengikuti rapat-rapat seeuai dengan bidang tugasnya; 
g. menyusun rencana kebutuhan pengadaan 

perlengkapan bagian Hukum dan Humas RSUD Kota 
Kendari; 

h. melakukan penatausahaan dan inventarisasi barang 
bagian Hukum dan Humas RSUD Kota Kendari; 

i. melakukan koordinasi dengan unit-unit pelayanan 
terkait produk hukurn dan atau peraturan-peraruran di 
RSUD Kota Kendari: 

j. melakukan koordinasi dengan bagian dan bidang terkait 
dengan perjanjian kerjasama pelayanan di RSUD Kota 
Kendari; 

k. melakukan tindaklanjut perjanjian .kerjasama pihak 
ketiga dengan berkoordinasi dengan bagian dan bidang; 

1. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan Hukum, 
Humas dan Pemasaran; 

m, mclakukan koordinasi dengan instalasi forensik dalam 
pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pelayanan 
forensik dan perawatan jenazah: 

n. melakukan koordinasi dengan instalasi pengelolaan 
kesehata:n lingkungan dalam pelaksanaan dan 
pengawasan kegiatan pengelolaan limbah dan air 
bersih; 

o. mclakukan pengelolaan dan tindak:lanjut pengaduan; 
p, urusan pengaduan, penerirnaan tamu, studi banding, 

urusan perjanjian kerjasarna. 
q. menyusun Iaporan basil pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Hukum dan Hurnas dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 
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Paragraf3 
Sub Bagian Hu.kum dan Humas 
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(1) Bagian Perencanaan, lnformasi dan Teknologi mempunyai 
tugas pokok melaksanakan kegiatan pengelolaan 
Perencanaan lnformasi dan Teknologi. 

(2) Bagian Percncanaan, Informasi dan Teknologi 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleb 
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Umum dan 
Keuangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1). Kepala Bagian Perencanaan Informasi dan 
Teknologi menyelcnggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan urusan Perencanaan; 
b. pelaksanaan urusan pengembangan IT, Aplikasi, SIMRS 

da.n Casemix; 
c. pelaksa:naan urusan Monev dan Verifikasi: dan 
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 

tugasnya. 
(4) Rincian tugas Kepala Bagian Perencanaan lnformasi dan 

Teknologi se-bagai berikut : 
a. mcnyusun rencana kegi.atan Bagian Perencanaan 

lnformasi dan Teknologi sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berjalan Iancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. menyusun rumusan kebijakan tcknis bidang urusan 

bumas d.an informasi; 
g. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan 

urusan humas dan informasi: 
h, mengoordinasikan dan melaksanakan urusan 

Perencanaan Inforrnasi dan Teknologi; 
i. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Bagian 

Perencanaan Informasi dan Teknologi dan memberikan 
saran pertimbangan kepad.a atasan sebagai bahan 
pcrumusan kebijakan; 

J. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, clan analisis 
pelaporan Bidang Perenoanaan Informasi dan Teknologi; 
da:n 

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 24 

Bagian gedelapan 
Bagian Perencanaan, Infonnasi dan Teknologi 

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya urrtuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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(1) Sub Bagian Program mempuoyai tugas pokok rnelakukan 
urusan penyusunan program Kegiatan dan evaluasi 
program kegiatan. 

(2) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Perencanaan, lnformasi dan Teknologi. 

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Program sebagai 
berikut: 
a. .nienyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berialan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelak.sanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, rnengoreksi dan memaraf naskah 
dinas untuk menghindari kesalahan; 

e. rnengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. mengklasiflkasi dan mendistribusikan naskah dinas 

sesuai petunjuk/disposisi pimpirian untuk diproses 
lebih Janjut; 

g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan 
program RSUD Kota Kendari; 

h. menyusun perencanaan stratejik, perencanaan 
tahunan, dan penjabaran kebijakan umum anggaran 
daerah; 

i. mengumpulkan sernua ketcntuan, peraturan-peraturan 
dan dokumen lainya yang terkait dengan penyusunan 
program dan anggaran; 

J. membuat konsep surat edaran dan disampaikan ke 
semua unit kerja lingkup rumah sakit untuk 
menginventarisasi semua kegiatan, permasalahan dan 
rencana tindak lanjut sebagai bahan penyusunan 
program dan anggaran; 

k. menyiapkan bahan dan rnenyusun konsep perencanaan 
strategis atas penjabaran dan sinkrouisasi program 
jangka panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 

L menyusun konsep penjabaran kebijakan umum 
anggaran daerah sebagai bahan penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja tahunan: 

m. menyusun konsep perencanaan program tahunan, 
rencana kerja anggaran (RKA) atas penjaharan dari 
rencaria kerja pemerintah daerah (RKPD], rencana 
bisnis den anggaran (RBA) Badao Layanan Umum 
Daerah (BLUD); 

n. menyusun target penerimaan dan rnengkaji potensi 
sum ber-sum ber penerimaan; 

o. melaksanakan administrasi pengelolaan program dan 
anggaran: 

Pasal 25 

Paragaf 1 
Sub Bagian Program 
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(I} Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi 
mempunyai tugas pokok pokok melakukan urusan 
Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi. 

(2) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Verifikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada dl bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Humas dan Infonnasi. 

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Monitoring, Fvaluasi clan 
Verifikasi sebagai berikut: 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Monitoring, 

Evaluasi dan verifikasi sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan mernberi 
petunj uk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas be.rjalan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah 
dinas untuk rnenghindari kesalahan; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
f. memerik:sa dan meneliti kebenaran, keabsahan 

pendapatan dengan mencocokkan bukti-bukti sesuai 
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

g. memeriksa da.n meneliti anggaran pendapatan sesuai 
yang ditetapkan dalam dokumen anggaran; 

h. membantu penyelenggara d.iklat dari instansi lain 
untukmemberi.kan pembimbingan praktek kerja 
lapangan. di RSUD Kora Kendari; 

1. melakukan eva luasi penyelenggaraan pendidikan, 
pelatihan dan penelitian uotuk bahan penyusunan 
laporan; 

j. melakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjut atas 
rekomendasi atau saran penelitian yang dilaksanakan 
di lingkup RSUD Kota Kendari; 

Pasal 26 

Paragraf2 
Sub Bagian Monitoring, Eavaluasi dan Verifikasi 

p. melaksanakan kajian dan kerjasama dengan pihak lain 
dalam upaya peningkatan pendapatan Rumah Sakit 
Urnum Daerah; 

q. mengoorclinasikan dan menyusun laporan keuangan 
RSUD Kota Kendari; 

r. melaksanakan evaluasi program dan anggaran RSUD 
Kota Kendari; 

s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bagian 
Perencanaan dan Anggaran dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

t. .melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
olch atasan sesuai bidang tugasnya un Luk mendukung 
kelancaran pelakaanaan tugas. 
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(1) Sub Bagian Pengembangan lnformasi dan Teknologi 
rnempunyai tugas pokok melakukan urusan 
pengembangan Tnformasi dan teknologi melipuri urusan 
pengaduan, penerimaan tamu, studi banding, urusan 
perjanjian kerjasama. 

(2) Sub Bagian Pengembangan Informasi dan Teknologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh. Kepala 
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bagian Perencanaan, lnformasi dan 
Teknologi. 

(3) Rinciao tugas Kepala Sub Bagian Pengembangan Inforrnasi 
Teknologi sebagai berikut : 
a menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pengembangan 

lnformasi dan Teknologi meliputi Aplikasi, SIMRS dan 
Casemix sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pclaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. rnemantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang tel ah clan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, rnengoreksi dan memaraf naskah 
dinas untuk rnenghindari kesalahan; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

Pasal 27 

Paragraf3 
Sub Bagian Pengembangan Infonnasi dan Teknologi 

k. rnelakukan pemantauan bahan makanan clan minuman 
pasien yim.g dikelola pada instalasi gizi; 

1. mem berikan bimbingan penatausahaan 
penyelenggaraan tindak lanjut atas rekomendasi, saran 
dan sebagainya pada instalasi rekam medik; 

m. rnemberikan bimbingan penatausahaan 
penyelenggaraan kegiataninstalasi pemetiharaan sarana 
RSUD Kota Kendari; 

n. memberikan bimbingan penatausahaan 
penyelenggaraan instalasi pengolahan air bersih, air 
Jim bah dan sarritasi kesehatan lingkungan rumah sakit; 

o. memberikan bimbingan penatausahaan 
penyelenggaraan instalasi forensik dan perawatan 
jenazah; 

p. memberikan bimbingan penatausahaan penyelengaraan 
pelayanan sterilisasi dan binatu; 

q, menyiapkan bahan rancangan awal sistem 
monitoring, evaluasi dan Verifikasi; 

r. rnelakukan verifikasi penanganan dari rekanan; 
s. menyusuri laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Monitoring dan Evaluasi dan memherikan saran 
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan 
kebijakan; dan 

t. melakukan tugas kedina.san lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang rugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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kegiatan 
mobilisasi 

( 1) Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok mengelolah 
keuangan rumah sakit yang meliputi perencanaan 
anggaran, perbendaharaan dan mob.ilisasi dana serta 
akuntansi. 

(2) Bagian Keuangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 
d.ipim.pin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur 
Umum dan Keuangan. 

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Kepala Bagian Keuangan menyelenggarakan 
fungsi : 
a. penyusunan rencana anggaran, perbendaharaan, 

mobilisasi dana serta akuntansi; 
b. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan 

peencanaan anggaran, perbendaharaan, 
dana serta akuntansi; 

c. pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan perencanaan anggaran, perbendaharaan, 
mobilisasi dana serta akutansi; 

d. perencanaan, koordinasi dan evaluasi pengelolaan 
instalasi tata usaha rawat inap, tnstalasi penagihan 
pasien asuransi dan perusahaan, instalasi pemasaran 
dan hubungan masyarakat, instalasi sistem informas.i 
rumah sakit; dan 

e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang 
tugasnya. 

(4) Rincian tugas Kepala Bagian Keuangan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Kepala bagian keuangan 

sebagai pedornan dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan 

Pasal 28 

Bagian Kesembllan 
Bagian Keuangan 

f. mengklasifikasi dan mendistribusikan naskah dinas 
sesuai petunjuk/disposisi pimpinan untuk diprcses 
lebih lanjut; 

g. menyusun administrasi dan menyiapkan surat 
perintah/ surat tu gas/ surat perintah perjalanan dinas 
serta mendokumentasikan laporan pelaksanaan 
perintah perjalanan dinas: 

h. menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan petayanan 
Pengernbangan TT, Aplikasi, STh,fRS dan Casemix ; 

i. melakukan koordinasi dengan instalasi dan unit di 
RSUD Kota Kendari; 

j. membuat dan menyusun rumusan/rancangan produk 
lT sesuai dcngan kebutuhan rumah sak:it; 

k. menyu.sun laporan basil pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Pengembangan IT, Aplikasi, S[MRS dan Casemix serta 
memberikan saran pertimbangan kepada atasan 
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan 

1. rnelakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pclaksanaan tugas. 
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(l,) Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas pokok pokok 
melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran RSUD 
Kota Kendari. 

(2) Sub Bagian Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan. 

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana 
Program dan Anggaran sebagai berikut : 
a menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Anggaran 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi 

petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan Jan car; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawa han untuk mengetahu.i tugas­ 
tugas yang telah dan belurn dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah 
dinas untuk menghindari kesalahan; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidangtugasnya; 
r. mengumpulkan semua ketentuan, peraturan-peraturan 

dan dokumen Iainya yang terkait dengan penyusuuan 
anggaran; 

g. membuat konsep surat edaran dan disampaikan ke 
semua unit kerja lingkup rumah sakit untuk 
menginventarisasi semua kegiatan, permasalahan dan 
rencana tindak lanjut sebagai bahan penyusunan 
anggaran; 

Pasal 29 

Paragraf 1 
Sub Bagian Anggaran 

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas 
berja lan lancar; 

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengctahui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

d. rnernbuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau 
menandatangani naskah dinas; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang rugasnya; 
f. rnengoordinasikan, rnelaksanakan dan mengendalikan 

perumusan kebijakan dan pengelolaan urusan 
perencanaan dan anggaran; 

g. mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan 
perumusan kebijakan dan pengelolaan urusan 
perbendaharaan dan mobilisasi dana; 

h. mengoordinasikan, rnelaksanakan dan mengendalikan 
perumusan kebijakan dan pengelolaan akuotansi; 

i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala 
bagian Keuangan dan rnemberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 
dan 

j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kel.ancaran pelaksanaan tugas. 
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(I) Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas pokok 
pokok rnelakukan perbendaharaan dan Mobilisasi Dana 
RSUD Kota Kendari. 

(2) Sub Bagian Perbendaharaan sebagaimana d.imaksud pada 
ayat (I) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian 
Keuan.gan. 

(3) Rincian tugas Kepala Suh Bagian Perbendaharaan sebagai 
berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian 

Perbendaharaan dan Mobihsasi Dana sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

Pasal 30 

Paragraf2 
Sub Bagian Perbendaharaan 

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep perencanaan 
srrategis atas penjabaran dan sinkronisasi program 
jangka panjang daerah; 

i. melakukan koordinasi dalarn rangka penyusunan 
konsep penjabaran kebijakan umum anggaran daerah 
sebagai bahan penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja tahunan; 

j. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan 
konsep perencanaan program tahunan. rencana kerja 
anggaran (RKA) atas penjabaran dari rencana kerja 
pemerintah daerah (RKPD), rencana bisnis dan 
anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); 

k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam 
rangka perencanaan program dan anggaran; 

l. melakukan analisis perencanaan utang dan piutang 
atas kegiatan operasional Rumah Sakit Umum Daerah 
sebagai baban. perumusan kebijakan pimpinan; 

m. menyusun rencana target pcnerimaan pendapatan 
anggaran dan analisis sumber-sumber penerimaan; 

n. menyusun plafon pembiayaan untuk belanja langsung 
dan tidak langsung beserta analisis penggunaan 
anggaran pertahun anggaran; 

o. menyusun Dokurnen Pengesahan Anggaran (DPA) yang 
bersumber APBD dan APSN; 

p. menyusun konsep kerja sama dengan pihak lain dan 
atau hasil usaha lainnya dalam upaya peningkatan 
pendapatan Rumah Sakit Umum Daerah; 

q, menyusun rencana perubahan anggaran baik dari 
APBD / APBN setiap tahun anggaran; 

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Peuyusunan Program dan Anggaran dan memberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

s. melakukan tugas kedinaean lain yang diperintabkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk rnendukung 
kclancaran pelaksanaan tugas. 
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b. mcndietribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. rnemantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas­ 
tugas yang telah dan belum dilaksanakan; 

d. membuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah 
dinas untuk menghindari kesalahan; 

e .. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan 1Jidang tugasnya; 
f. memeriksa dan rneneliti kebenaran, keabsahan 

pendapatan dengan mencocokkan bukti-bukti sesuai 
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

g. memeriksa dan rneneliti anggaran pendapatan dan 
pengeluaran sesuai yang ditetapkan dalam dokumen 
anggaran; 

h , membuat laporan bulanan anggaran penda-patan dan 
pengeluaran sesuai yang ditetapkan dalam dokumen 
anggaran; 

I. membuat penatausahaan keuangan berupa pembukuan 
pendapatan hasfl pelayanan dan sebagainya sesuai 
kctcnruan /peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

j. rnelakukan pernbimbingan dan pengawasan 
pelaksanaan penatausahaan keuangan pada lnstalasi 
tata usaha rawat inap; 

k. melakukan pengelolaan kas dengan menyelcnggarakan 
penerimaan dan pengeluaran kas, melakukan 
pernungutan pendapatan dan tagihan, menyimpan kas 
dan rekening bank, melakukan pembayaran, 
rnendapatkan sumber dana rnenutup defisit jangka 
pendek dan mernanfaatkan surplus kas jangka pendek 
untuk memperoleh pendapatan tambahan; 

l. meneliti pengajuan surat-surat permintaan pembayaran 
(SPP-LS,SPP-UP,SPP- GU,SPP-TU); 

m. meneliti pencrbitan Surat Perintah Membayar (SPM­ 
LS,SPM-GU,SPM-UP,SPM-TU) untuk penarikan dana 
yang bersurnber dari APBD / APBN; 

n. meneliti surat surat perintah pencairan dana yang 
dlterbitkan bendahara umum daerah atas beban 
pengeluaran DPA; 

o. melakukan pembukaan rekening pada bank yang 
ditetapkan olch Pcmerintah Daerah; 

p. melakukan penatausahaan keuanga.n sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku; 

q. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Perbendaharaan dan memberikan saran pertimbangan 
kepada atasan sebagai bahan perurnusan kebijakan; 
dan 

r. melakukan tugas kedinasan lain yang cliperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 
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Selain unsur organisasi, RSUD Kota Kendari dapat 
membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan 
unit nonstrukturaJ yang bersifat independen, dibcntuk dan 
bertanggungjawab kepada pemilik rumah sakit. 

Pasal 32 

Bagian Kesepuluh 
Dewan Pengawas Rumah Saklt 

(l) Sub Bagian Akuntansi, Aset dan Pelaporan mempu:nyai 
tugas pokok pokok melakukan urusan Akuntansi, Asct 
dan Pelaporan RSUD Kota Kendari. 

(2) Sub Bagian Akuntansi, Aset dan Pelaporan sebagaimaua 
dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 
yang berada di bawah clan bertanggung jawab kepada 
Kepala Bagian Keuangan. 

(3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Akuntansi, Aset dan 
Pelaporan sebagai berikut : 
a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Akuntansi, 

Aset dan Pelaporan sebagai pedornan dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi 
petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga 
pclaksanaan tugas berjalan Iancar; 

c. memantau, mengawasi clan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas clan kegiatan bawahan untuk mengetabui tugas­ 
tugas yang te1ah dan belurn dilaksanakan; 

d. mernbuat konsep, mengoreksi dan memaraf naskah 
dinas untuk menghindari kesalahan; 

e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
£. rnenyiapkan bahan rancangan awal sistem dan 

prosedur keuangan di hidang Akutansi Keuangan; 
g. menyiapkan bahan rancangan awal laporan keuangan 

RSUD Kora Kendari secara periodik; 
h. melakukan akuntansi yang meliputi transaksi 

keuangan beserta dokumen pendukungnya dikelola 
secara tertib; 

i. melak:ukan akutansi keuangan secara tertib sesuai 
dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan 
oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia; 

j. menyusun Japoran basil pelaksanaan tugas Sub Bagian 
Akuntansi Keuangan dan memberikan saran 
pertimbangan kepada atasan scbagai bahan perumusan 
kebijakan; 

k. melakukan penatausahaan asset-aset RSUD Kota 
Kendari; dan 

l. melakukan tugas kedinasan Jain yang diperintahkan 
oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas. 

Pasal 31 

Paragraf 3 
Sub Bagian Akuntansl, Aset dan Pelaporan 
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(1) Kornite Etik dan Hukum mempunyai tugas mengawasi dan 
menangani berbagai masalah etik dan hukum. 

(2) Komite Etik dan Hukum merupakan kelompok fungsional 
yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur. 

(3) Komite Etik dan Hukum dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) rnenyelenggarakan 
fungsi: 
a. pelaksanaan pendidikan dan pemahaman masalah etika 

terhadap berbagai anggota profesi di l<SUD Kota 
Keridari; 

Pasal 34 

Bagian Keduabelas 
Komite Etik dan Hukum 

(1) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas melaksanakan, 
pengawasan terhadap pengelolaan surnber daya RSUD 
Kota Kendari. 

(2) Satuan Pengawas Intern adalah kelompok jabatan 
fungsional pada RSUD Kota Kendari. 

(3) Satuan Pengawas Intern dapat dibentuk pada RSUD Kota 
Kendari. 

(4) Satuan Pengawas In Lem ditetapkan oleh Direktur. 
(5) Satuan Pengawas Intern dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan Satuan Pengawas Intern 

dalam rangka penetapan kebijakan (strategi) rumah 
sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. pengawasan, pernbinaan dan audit kegiatan RSUD Kota 
Kendari sesuai dengan struktur orga.nisasi dan bidang 
tu gas; 

c. rnembantu dan memberikan masukan kepada Direktur 
dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas 
rumah sakit; 

d. melakukan audit kinerja balk pelayanan, etika profesi, 
manajcmen maupun keuangan sesuai clengan standar 
yang berlaku; 

e. melaporkan hal-hal kegiatan yang tidak sesuai dengan 
standar dan prosedur tetap yang ada; 

r. mengevaluasi kinerja pegawai guna pengembangan diri 
dan karir serta mengusulkan reward/kesejahteraan 
pegawai serta punishment/ ganjaran sesuai dengan 
kinerja masing-masing: 

g. membuat laporan hasil kegiatan di bidang tugasnya, 
sebagai bahan Inforrnasi dan pertanggungjawaban 
kepada atasan; dan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
atasan 

Pasal 33 

Bagian Kesebelas 
Satuan Pengawas Intern 
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(I) Komite Medik mernpunyai tugas meningkatkan 
profesionalisrne staf medik yang bekerja di rumah sakit 
dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh staf medik 
yang akan melakukan pelayanan medik di rurnah sakit, 
memelihara mutu profesi staf medik dan menjaga disiplin, 
etika, dan perilaku profesi staf medik. 

(2) Komite Medik adalah perangkat rumah sakit untuk 
menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf 
medik di rumah sakit terjaga profesionalismenya rnelalui 
mekaniame kredensial, penjagaan mutu profesi medik, dan 
pemeliharaan etika serta disiplin profesi medik. 

(3) Ketua dan Sekretaris Komite Medik ditetapkan oleh 
Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medik 
yang bekerja di rumah sakit. 

(4) Komite Medik dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana kegiatan Komite Medik dalamm 

rangka penetapan kebiiakan (strategi) rumah sakit 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

b. perencanaan kebutuhan sumber daya berupa sarana, 
prasarana, tenaga, peralatan, bahan dan kebutuhan 
Iainnya, sesuai dengan strategi rumah sakit serta 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

c. perumusan standar pelayanan medik, standar peralatan 
medik, standar tenaga mcdik dan standar-atandar 
lainnya yang sesuai dengan kode etik profesi, standar 
profesi berdasarkan referensi keilmuan yang mutahir 
se:rta sesuai peraturan perundang-undangan yang 
bcrlaku; 

d. pengawasan, pengendali.an dan pembinaan pelaksanaan 
tugas-tugas kelornpok staf medik, agar sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. pelaksanaan k:redensialisasi tenaga rnedik baik tenaga 
medik baru maupun yang lama, evaluasi kompetensi 
staf med.i.k, prestasi kerja staf medik fungsional sebagai 
bahan pertimbangan pengembangan karier dan 
pengernbangan pelayanan; 

I. pelaksanaan penelitian, audit k:linik dan pengernbangan 
rnutu pelayanan medik; 

g. pelaksanaan evaJuasi hasil kegiatan Komite Medik 
secara keseluruhan; dan 

Pasal 35 

Bagian Ketigabelas 
Komite Medik 

b. penyusunan kebijakan strategis dan tekhnis dalam 
penanganan kasus etik dan huk:um RSUD Kota Kendari; 

c. pelaksanaan pernbahasan dan diskusi kasus multi 
disiplin tentang kasus medico legal dan dilerua etik 
serta proses pengambilan keputusan; dan 

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
atasan 
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(1) Kom.ite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi adalah 
organisasi non struktural pada faeilitas pelayanan 
kesehatan yang mempunyai fungsi utama menjalankan 

Pasal38 

Bagian Keenambelas 
Komite Pencegahan dan Pengendalian lnfeksi 

( 1) Kornite yang mengatur pengendalian d.ilakukan terhadap 
jenis dan jumlah persediaan dan penggunaan Sediaan 
Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Hahia Pakai. 

(2) Pengendalian penggunaan Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai dapat 
dilakukan oleh lnstalasi Farmasi harus bersama 
dengan Komite/Tim Farmasi dan Terapi di Rumah Sakit. 

(3) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 
pertanggungjawaban Komite Farmasi dan Terapi 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih 
lanjut dengan Keputusan Direktur sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Fungsi kom.ite Jarrnasi dan terapi antara lain ; 
a. Mengatw· dan mengendalikan penggunaan obat scsuai 

dengan Formularium Rumah Sa.kit; 
b. Menga.tur dan mengendalikan penggunaan obat sesuai 

dengan diagnosis dan terapi; dan 
c. rnemastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak 

terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan, 
kerusakan, kadaluwarsa, dan kehilangan serta 
pengernbalian pesanan Sediaan Farmasi, Alat 
Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai. 

Pasal 37 

Bagian Kellmabelas 
Komite Farmasi dan Terapi 

(1) Untuk menyelenggarakan peningkatan profesionalisme 
tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang 
baik agar mutu pelayanan kepcrawatan dan pelayanan 
kebidanan yang beronentasi pada keselamatan pasien di 
rumah sakit lcbih terjamin dan terlindungi, dibentuk 
Komite Keperawatan. 

(2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta 
pertanggung jawaban Komite Keperawatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Direktur sesuai dengan kctontuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, 

Pasal 36 

Bagian Keempatbelas 
Komite Keperawatan 

h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan 
atasan 
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Pasa] 40 

{lJ Dalam rangka meningkatkan mutu dan keselamatan 
pasien di rumah sakit, Direktur mernbentuk Komite 
Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien untuk 
meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit, 

Bagian Kedelapanbelas 
Komite ManaJemen Ris~o dan 

Keselamatan Pasien 

(1) Pembentukan Komite Pengendalian Resistensi Antimi.kroba 
rurnah sakit bertujuan menerapkan Pengendalian 
Resistenei Anti.m.ikroba di Rumab Sakit melalul 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, 
dan evaluasi. 

(2) Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba sebagaimana 
dimaksud dalam ayat satu {l) dibentuk melalui Keputusan 
Direktur RSUD Kota Kendari. 

(3) susunao Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua, 
wakil ketua, sekretaris dan anggota. 

(4) Kualifikasl Ketua Komite Pengendalian Resisteosi 
Antimi.kroba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan seorang klinisi yang benninat di bidang 
infeksi. 

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengendalian 
Resistensi Antim.ikroba sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) bertanggung jawab kepada Direkrur RSUD Kota 
Kendari, 

Pasal 39 

Bagian Ketujuhbelas 
Komite Pengendallan Res.istensi Anti Mikroba 

pencegahan dan pengendalian infeksi serta menyusun 
kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi termasuk 
pencegahan infeksi yang bersumber dari masyarakat 
berupa tuberkulosis, HIV dan infeksi menular lainnya. 

(2) Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dibentuk 
untuk: menyelenggarakan tata kelola Pencegahan dan 
Pengendalian lnfeksi yang baik agar mutu pelayanan 
medis serta keselamatan pasien dan pekerja di fasilitas 
pelayanan keselamatan terjamia dan terlindungi. 

(3) Pembentukan Komite Pencegahan dan Pengendalian 
Infeksi bertugas melaksanakan kegiatan pengkajian., 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan 
pembinaan. 

(4) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana climaksud pada 
ayat(2) harus dilaporkan kepada direktur RSUD Kota 
Kendari secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 
setahun atau sesuai dengan kebutuhan. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dipergunakan direktur RSUD Kota Kendari sebagai dasar 
penyusunan perenoanaan dan pengambilan keputusan 
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c. menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan 
prasarana yang diperlukan Maha.siswa; dan 

d. mcmbentuk sistern informasi terpadu untuk 
menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, 
pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, 
kedokteran gigi, dan kesehatan lain 

sesuai 
anggaran dan 

klinik 

proses 

(1) Dalarn rangka melaksanakan koordinasi terhadap 
seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit, 
dibentuk komite koordinasi penclidikan. 

(2) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dibentuk oleh direktur Rumah Sakit bersama 
pimpinan Tnstitusi Pendidikan dan bertanggung jawab 
kepada Direktur. 

(3) Kornite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan unit fungsional d.an 
berkedudukan di Rumab Sakit. 

(4) Komite koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud 
mempunyai tugas : 
a. rncmberikan dukungan administrasi 

pembelajaran klinik di Rumah Sakit; 
b. menyusun perencanaan kegiatan 

belanja tahunan pernbelajaran 
kebutuhan; 

Pasal 42 

Bagian Keduapuluh 
Komlte Koordinasi Pendidlkan 

Bagian Kesembilanbelas 
Komite Tenaga Kesehatan Lain 

Pasal 41 

(1) Untuk menyelenggarakan peningkatan profesionalisme 
tenaga kesehatan lain serta mengatur tata kelola 
klinis yang baik agar mutu pelayanan yang berorientasi 
pada keselamatan pasien di rumah sakit lebih 
terjamin dan terlindungi, dibentuk Komite Kesehatan 
Lain. 

[2) Pernbcntukan, susunan orgauisasi, tugas dan fungsi. serta 
pertanggung jawaban Komite Kesehatan Lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan 
Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Komite Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien 
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
organisasi fungsional dibawah koordinasi da.n hertanggung 
jawab kepada Direktur RSUD Kota Kendari, 

(3) Komite Manajemen Risiko dan Keselamatan Pasien 
sebagaimana dimaksud pada ayar ( l) ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur RSUD Kota Kendari. 
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(1) rnstalasi dan Unit mempunyai tugas menyelenggarakan 
pelayanan fungsional sesuai dcngan fungsinya. 

(2) lnstalasi dan Unit merupakan penyelenggaraan pelayanan 
Iungsional, di RSUD Kota Kendari. 

(3) Instalasi dan Unit dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi 
dan Unit dalarn jabatan fungsional yang ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur. 

(4) -Jenis-jenis Instalasi dan Unit tercliri atas: 
a. lnstalasi Rawat Jalan; 
b. fnstalasi Rawat Inap; 

Pasal 45 

Bagian Keduapuluhtlga 
Instalaai dan Unit 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
rnelaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional 
rnasing-masing berdasarksan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejurnlah tenaga 
fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(3) Masing-masing tenaga fungsional berada di lingkungan 
unit kerja RSUD Kota Kend.ari sesuai dengan 
kompetensinya. 

(4) Jumlah jabatan tenaga Iungsional ditentukan berdasarkan 
kebutuhan dan beban kerja. 

(5) Jenis dan jenjang kepangkatan jabatan fungsional diatur 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 44 

Bagian Keduapuluhdua 
Kelompok Jabatan Fungsional 

(1) Staf Medik Fungsional rnerupakan kelompok dokter yang 
bekerja di tnstalasi dalam jabatan fungsional dan 
bertanggungjawab kepada Ketua Kornite Medik. 

(2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 
diagnosis, pengobatan, pencegahan akibar penyakit, 
peningkatan dan pcmulihan kcsehatan, penyuluhan 
kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan 
pengembangan. 

(3) Stai Medik Fungsional dalam melaksanakan tugasnya 
dikelompokkan berdasarkan keahlian. 

(4) Kelompok Staf Medik Fungsiona.1 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh 
anggota kelompoknya untuk masa bakti tertentu, 

(5) Ketua Kelompok Staf Medik ditetapkan dengan Keputusan 
Direktur. 

Paaal 43 

Bagian Keduapuluhsatu 
Staf Medik Fungsional 
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dan car a 
pera.turan 

la.po ran 
kepa.da 

(1) Direktur wajib memberikan laporan yang akurat 
tentang pelaksanaan tugasnya secara teratu r, jelas 
serta tepat waktu kepada Din as yang 
menyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang 
kesehata.n rujukan. 

(2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkup RSUD Kota. 
Kenda.ri, wa.jib memenuhi perintah, mematuhi petunjuk 
da.n bertanggung jawab kepada atasa.nnya serta 
mernberikan laporan tepat pada waktunya. 

(3) Setiap laporan yang diterima. oleh pimpina.n unit organisasi 
dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai 
ba.ba.n pertirnbangan lebih lanjut eerta untu.k memberi 
petunjuk kepada bawahan. 

(4) Pengaruran mengena.i jenis 
penyarnpaiannya, berpedoman 
perundang-undangan yang berlaku, 

Paaal 47 

BABV P~LAPORAN 

Dalarn mela.ksanakan tugas setiap pimpinan dan 
kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan 
pri.nsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam 
lingkungan masing-rnasing maupun antar satuan orga..nisasi 
di lingkungan RSUD Kota Kendari serta dengan insta.nsi lain 
di luar Sekretariat Daerah sesuai dengan rugas masing­ 
masing. 

Pasal 46 

BAB IV 
TATAKERJA 

c. lnstalasi Gawat Darurat; 
cl. Instalasi Bedah Sentral; 
e. lnstalasi Rawat lntensif; 
f. lnstalasi Radiologi; 
g. Instalasi Laboratorium, 
h. Instalasi Rebabilita.si Medis; 
i. lnstala.si Hemodialisa.; 
j. Instalasi Farmasi; 
k. Instalasi Giz.i; 
l. Instalasi Pemelih.ara.an Sarana Prasarana Rumah Sakit 

(1PSRS); 
m.lnstalasi Forensik dan Perawatan Jenaza.h; 
n. Instalasi Pengelolaan Air Limbah; 
o. Instalasi Central Sterillization Supply Dcpartement 

(CSSDJ; dan 
p. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Komprehensif 

(PONEK). 
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( 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Kota Kendari 
dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Kendari. 

(2) Dinas melaksanakan pembinaan tata kelola dan tata kelola 
klinis serta menerima pcrtanggung jawaban RSUD Kota 
Kendari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(3) RSUD Kota Kendari bersifat ot.onorn dalam 
penyelenggaraan tata kelola klinis serta rnenerapkan pola 
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umurn Daerah. 

Pasal 50 

BAB VIII 
PEMBIAYAAN 

RSUD Kot.a 
llJb (Jabatan 

(1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalarn 
jabatan struktural di lingkup RSUD Kota Kendari, 
berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang 
berlaku. 

(2) Direktur diangkat dan d.iberhentikan oleh WaJi Kota 
melalui Sckretaris Daerah. 

(3) Drrektur merupakan jabatan Eselon llb (Jabatan 1'inggi 
Pratama], 

(4) Wakil Direktur merupakan jabatan Eselon Ula (Jabatan 
Administrator). 

(5) Kepala Bagian/Bidang lingkup 
Kendari merupakan jabatan Eselon 
Administrator]. 

(6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup RSUD Kota 
Kendari merupakan jabatan Eselon lVa (Jabatan 
Pengawas], 

(7) Pejabat Eselon Ill (Jabatan Administrator) dan Eselon JV 
(Jabatan Pengawas) di lingkup RSUD Kota Kendari 
diangkat dan diber.hentikan oleh Wali Kota melalui 
Sekretaris Daerah. 

(8) Forrnasi dan persyaratan jabatan pada RSUD Kota Kendari 
ditetapkan dengan Peraturan Wall Kota, sesuai pedoman 
yang ditetapkan oleh Pemerintah, 

Pasal 49 

BABVll 
KEPANGKATAN,PENGANGKATAN,ESELONISASIDAN 

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN 

Dalam hal Direktur berhalangan, Direktur diwakili oleh Wakil 
Direktur, apabila Direktur dan Wakil Direktur berhalangan 
dapat diwakili oleh Kepala Bagian/Kepala Bidang dengan 
mempcrhatikan senioritas kepangkatan dan/atau bidang 
tugasnya. 

Pasal 48 

BAK MEWAKlLI 
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RAH KOTA KENDARJ TAHUN 2022 NOMOR S;S-- 

Diundangkan ill Kendari 
pada tanggal, S"' - fl - 2022 

4 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal, S-- - fI - 2022 'PARAF KCORDa"AS~ , 

NO. IN!!TASASI, UMT l{ff<.,.l ? > ~ • f 

Peraturan Wali Kota ini rnulai berlaku pada tanggal 
cliundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan WaJj Kota 1.1'11 dengan 
penernpatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari, 

Pasal 53 

Paaal 52 

Pada saat Peraturan Wali Kata ini mulai berlaku maka 
Peraturan Wali Kata Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ruman Saki.t Umum 
Dacrah Kota Kendari Pada D.inas Kesehatan Kota Kendari 
(Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nornor 11) dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku, 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, bagi pejabat 
yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan 
tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan 
nomenklatur baru di lingkungan RSUD Kota Kendari, 

Pasal 51 

BAB IX 
KETENTUANPERALIHAN 

(4) Pola Pcngelolaan Keuangan RSUD Kata Kendari diatur 
dengan Peraturan Wali Kata tentang Pengelolaan 
Keua.ngan RSUD Kata Kendari. 
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